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Kepada,

Yth. Kepala Satuan Keda Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Penajam Paser Utara

SURAT EDARAN

Nomor: 180/ Ub /Huk/vr/2ozl
Tentang

Penyesuaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2O2A tentang Cipta Ke{a

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2A

tentang Cipta Keda, terjadi perubahan signifikan dalam Sistem Hukum, Tata
Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam aspek:

1. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (administrasi maupun teknis);

3. Urusan Pemerintahan (pembagian urusan konkuren dan kewenangan);

4. Penataan Daerah;

5. Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. dan sebagainya.

Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Cipta Kerja, Pemerintah Pusat membentuk dan menetapkan Norma, Standar,
Prosedur dan Ikitera (NSPK) melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden
dan/atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sektoral;

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini di sampaikan agar:

1. Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan progam kerja SKPD baik dalam
aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sefta pembentukan produk
hukum daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati agar menyesuaikan dan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor
l L Tahun 2O2O Tentang Cipta Kerja serta Norma, Standar, Prosedur dan
Kritera (NSPK) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden dan/atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sektoral;

2. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati dan Keputusan Bupati yang telah disampaikan kepada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah untuk dilakukan penyesuaian sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 (satu);

Jl.



3. Melakukan pendataan, penyusunan daftar/inventarisasi dan pembentukan
produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke4'a, berdasarkan:

a. Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;

b. Rencana pembangunan daerah;

c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

d. Aspirasi masyarkat daerah.

Pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud meliputi
pencabutan, perubahan atau pembentukan baru, dan dalam
peiaksanaannya agar memperhatikan tenggat waktu yang ditentukan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keda
dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

4. Da-lam hal terdapat ketiadaan atau ketida\lelasan hukum karena belum
ditetapkannya Norma, Standar, Prosedur dan Kritera dalam bentuk
Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sektoral
tidak menghalangi Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang
untuk menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan program kerja serta
pelayanan kepada masyarakat, sepanjang memberikan kemanfaatan umum,
sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik serta dengan tetap
memperhatikan tujuan, ruang Iingkup, persyaratan dan prosedur
penggunaan diskresi sesuai dengan ketentuan peraturErn perundang-
undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

5. Selalu mengikuti dan menyesuaikan perkembangan terkait pencabutan,
perubahan atau pembentukan peraturan perundang-undangan baru
meialui pemanfaatan teknologi informasi.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi perhatian.

taris erah,

* SEKRETA
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Tembusan
1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan);
2. Ketua Dewan Perwakilan Ral{yat Daerai Kab. PPU.
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